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Abstract

The UNESCO defines the goals, objectives and the aims of development
to be: not to develop things but ro develop men. It means that the develop-
ment process has to emphasize to promote the capacity of human resources
and institutions in each community. Therefore in that process, community
mitiative and capacity in local level are very important. Nevertheless, gov-
ernmental or non-governmental organization can execute SOmMe programs
as an intervention in that process. In order thar intervention has an impact
to increase the capacity of the people, it has fo use a principle; help the
people to help themselves or mmtervention is a part of enabling process.

Pendahuluan

acana tentang pembangunan merupakan salah satu wacana yang pal

ing populer di negara-negara sedang berkembang. Wacana ini berangkat
ini konsep pembangunan yang pada mulanya bersifat umum, kemudian
berkembang kepada konsep-konsep yang bersifat spesifik, seperti pembangunan
ekonomi, pembangunan politik, dan pembangunan masyarakat. Dalam
konsep-konsep vang spesifik, di samping mengandung unsur-unsur pengertian
pembangunan pada umumnya, terkandung pula unsur pengertian khusus yang
menjadi karakteristiknya. Tulisan in1 berusaha melakukan identifikas: unsur-
unsur spesifik dalam konsep pembangunan masyarakat guna memahami
karakateristik dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konsep tersebut.

Konsep pembangunan masyarakat menyiratkan keterkaitan antara
pengertian pembangunan dan pengertian masyarakat. Pembangunan
masyarakat berarti upaya membangun masyarakat atau sekumpulan orang,
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dengan titik berat pada pembangunan masyarakat it sendin, ataw pada aspek
manusiinya. Secara lebih tegas pengertian mi terungkap dalam definis
menurut UNESCO {dalam Poogtchi, 1986 1), vang memyatakan bahwi tujus
dan sarana pembangunan bokan membangun benda melainkan menilazau
manisa. Pernyataan fersebnt memang tdak harus diartkan bahwa dal;
erbangunan masyarakat usaba-usaha ok membangun vang bessifi
-brndaan atau pembanguoan fistk sana selali diabakan. Permbangunan fisik

rep doperlukan. akan tetam dalam mneky mendukung pembanmunan aspek
mANSEA dan maesvamkatmyza. E
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L1 negara-negara sedang berkembang mula dekade |960-an, makas akan

pak adanya kecenderungan untuk semakin beronentas: pada pendekatan
1 lebih memperhatikan aspek manisia dan masyarakat, Setrdak-odaknya

ula kemavan, usaha atau dorongan moral ke arah ine. Salah satu pertimbangan
aramanyva adalah karena belajar dari basil pelaksanaan pembangunan
whelumnya yang menitikberatkan hanya pada aspek pembanguoan ekonomu
dan pembangunan fisik saja, tanpa membawa hasil sebagaimana »:=ng
diharapkan. Kecenderungan pendekatan pembangunan vang semakin
memperlihiatkan aspek manusia dan masyarakatnya tersebut dapat dilihat dan
pentabiapan pembangunan yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(Poostciy, 1986),

Melalui berbapai pengamatan, pelaksanana pembangunan di negara-negas:
sedang berkembang pada dekade 1960-an yang lebih beronentasi pada
pembangunan cxommi sasa dintlal mengandung kelemahan. Ditengah-tengah
laju perrumibuhan ekonomi yang menggembirakin, masih banyak lapisan
penduduk miskin dan tuna karya yang bukan hanya tidak meningkat taraf
hiduprva, bahkan tidak sedikat vang mengalami kemerosotan, Faktor-faktor
vang diduga menvebablkan kondisi tepsebut adalah: kecilnya akses pada pasar
dan sumber dava; lemahnya kemampoan pemanfaatan sumber daya alan

fan sumber daya muanusia, struktur sosial vang tidak sermbang, sert
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Development yang digunakan bagl pelaksanaan pembangunan pada yang
penode tersebut. Tajuk tersebut secara eksplisil menunjukkan penonjolan aspek
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sosial di samping aspek ekonomi. Implikasi yang diharapkan dari pendekatan
tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan,
berkurangnya pengangguran, berkurangnya dampak negatif di bidang
kesehatan sebagai akibat kemiskinan, partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan, dan kemandirian.

Muatan aspek kemasyarakatan dan kemanusiaan diharapkan semakin
kental pada dekade 1980a-n dalam label New International Economic Order
Dalam dekade ini kondisi ekonomi secara nasional diharapkan sudah semakin
mantap. Dengan demikian akan lebih memungkinkan prioritas pembangurnan
tidak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi saja, melainkan
juga pemenuhan kebutuhan yang lebih mengangkat harkat kemanusiaan,
sepert: partisipasi penuh dalam keseluruhan proses pembangunan, distribusi
yang semakin baik dari hasi pembangunan, dan peningkatan surnan dignity.

Dalam kurun waktu berikutnya, terutama memasuki abad ke-21,
kecenderungan tersebut agaknya akan terus berlanjut. Salah satu bentuknya
adatah tuntutan pada masyarakat, terutama di tingkat komunitas lokaf, untuk
lebih mampu mengelola aktivitas pembangunan pada tingkat lokal secara lebih
mandin. Hal ini misalnya, juga dikemukakan oleh Christenson dan Robinson
(1983:3) dengan argumentasi yang berpangkal dari kenyataan tentang
kompleksitas pertumbuhan masyarakat dan peningkatan interdependensi
dalam sistem ekonomi dunia. Kenyataan tersebut mengakibatkan pemerintah
termasuk di negara-negara sedang berkembang harus banyak mencurahkan
perhatian pada kebijaksanaan yang bersifat makro. Dengan demikian akan
memnjadi tidak realistik apabila penanganan masalah-masalah lokal semata-
mata menggantungkan pada kebijaksanaan, program, dan dana yang berasal
dan pemerintah. Untuk itu partisipasi masyarakat pada tingkat komunitas
lokal dalam proses pembangunan — sejak proses perencanaan dan
pelaksanaannya —- semakin ditunfut, Prasarana utama bagi kondisi itu adalah
tumbuh dan berkembangnya kompetensi dan tanggung-jawab sosial
masyarakat terhadap proses pembangunan pada tingkat komunitas. Dalam
konteks ini, Selo Sumardjan (1993:124) mengemukakan tiga Syarat yang
dibutuhkan agar tumbuh ikizm yang kondusif bagi partisipasi masyarakat,
yakni tumbuhnya rasa ingin memperbaiki basib, rasa seff confidence dan
keberadaan critical massyang merupakan kelompok masyarakal yang mampu
melibat lebih jauh dan lebih luas dan warga masyarakat yang lain.
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Unmuk kasus Indonesia, banyak pengamat menilai bahwa selama ini

peranan pemerintah dalam proses pembangunan terlampuu besar
dibandingkan peranan masyarakat sendiri. Melalui berbagal program
nenibangan yang umumnya bersifat sentralistk, top dows, ditambah dengan
kehadiran berbaga: lembaga yang sengaja diciptakan untuk mencukung pro-

pram tersebut, penetrasi pemerintah menjadi sangat terasa. Kecenderungan
rersebut semestinya perlu ditinjau kembali, setidak-tidaknya atas dasar
pernmbangan internal dan eksternal. Pertimbangan internal berupa perlunya
perubahan politik yang lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat
dalam penentuan prioritas pembangunan. Pertimbangan eksternal berupa
tentutan yang muncul scbagai akibat arus globalisasi, sebagaimana
dikemukakan Christenson dan Robinson tersebut, yang pada dasarnya
mengarah pada kecenderungan demokratisasi, otonomi, dan peningkatan
harkat kemanusiaan.

Masyarakat Sebagai Subjek dan Objek

Besarnya perhatian pada aspek manusia dan masyarakat tersebut secara
implisit menggarisbawahl arti penting pembangunan bukan hanya sebaga'}
cerminan dari orientasi atas hasil (fistk) pembangunan itu sendiri, akan tetapl
juga melibatkan besarnya perhatian pada orientasi atas proses. Pendekatan
pembangunan masyarakat akan selalu melihat bagaimana determinasi
masyarakat telal mendorong keterlibatannya dalam proses, dan seberapa jauh
prakarsa masyarakat telah dikembangkan. Pendek kata, pembangunan
masyarakat diartikan sebagai pengembangan kapasitas masyarakat unt_uk
membangun. Konsekuensinya, masyarakat selalu diperlakukan, di samping
sebagai objek, terutama sebagai subjek pembangunar.

Dalam banyak kesempatan, pernyataan seperti di atas terdengar sangat
klise dan berkesan sebagai slogan kosong, karena tidak diikuti dengan
pelaksanaannya. Padahal, di tingkat operasional, pelaksanaan dalam bentuk
program dan aktivitas pembangunan masyarakat semestinya merupakan
aktnalisasi dari prinsip tersebut. Penjabarannya dapat berupa berbagai bentuk
pandangan dan perlakuan terhadap masyarakat dalam proses pembangunarn,
mulai dari saat perencanaan sampai pelaksanaannya. Salah satu bentuknya
adalah keterlibatan masyarakat ke dalam keseluruhan tahapan proses
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pembangunan, khususnya dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan,
perumusan program, pengelolaan kegiatan, evaluasi dan pemanfaatan hasil-
hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat berperan strategis dalam menentukan derajat
relevans: pembangunan terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat. Di
samping itu, partisipasi masyarakat itu sendiri merupakan wujud dari upaya
peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa
pembangunan bukanlah proses yang sederhana. Pada tahap identifikasi
masalah misalnya, proses ini tidak berjalan hanya dengan menanyakan atau
mengamati secara sekilas kehidupan masyarakat — sebagaimana yang
dibayangkan banyak orang . Cara seperti ini belum dapat mengungkapkan
realitas permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, sebab
permasalahan yang dinyatakan masyarakat belum tentu sama dengan yang
mereka rasakan. Permasalahan yang sesungguhnya tidak jarang masih
terbenam di dalam realitas kehidupan sosial masyarakat sehingga vang tampak
i permukaan bejum tentu mencerminkan akar permasalahan atau persoalan
yang paling aktual.

Partisipasi masyarakat dapat pula dilakukan pada tahap perumusan dan
penyusunan program. Hal ini berarti masyarakat ditempatkan iebih dari
sekedar sebagai konsumen pembangunan, sehingga diharapkan dapat
memupuk rasa tanggung-jawab masyarakat terhadap jalannya program
pembangunan itu sendir. Partisipasi masyarakat ini dapat dilanjutkan sampai
pada tahap pengelolaan program dengan sasaran agar masyarakat terbiasa,
terlatih dan mampu mengelola program pada tingkat lokal, dan mampu
mempercepat proses institusionahisasi perilaku membangun dalam kehidupan
masyarakat. Pada tahap pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat
sebenarnya merupakan manifestasi dari tanggung-jawab masyarakat untuk
ikut memikul beban pembangunan, baik dalam dukungan finansial, matenal,
tenaga maupun ide / pikiran. Pada tahap evaluasi hasil pembangunan, peran
penting masyarakat terutama berkenaan dengan umpan balik yang diberikan
terhadap seluruh aktivitas pembangunan. Tahap terakhir dari partisipasi
masyarakat adalah dalam pemanfaatan hasil pembangunan’ Berbeda dengan
partisipasi masyarakat pada tahap-tahap sebelumnya yang sebenarnya
merupakan konstruk kewajiban masyarakat sebagai warga negara, maka
partisipasi masyarakat dalam tahap yang terakhir ini merupakan hak
masyarakat. Melalui bentuk partisipasi ind, hasil pembangunan diharapkan
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dapat dimanfaatkan secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bentuk lain dan perwujudan prinsip memperlakukan masyarakat sebagai
subjek adalah pandangan serta perlakukan terhadap faktor manusia dalam
proses pembangunan. Dalam pendekatan pembangunan masyarakat, faktor
manusia Gdak semata-mata dianggap sebagai objek yang dapat dimobilisasi
untuk memingkatkan produktivitas ekonoms, akan tetapi manusia terutama
adalah aktor dan pelaku proses pembangunan. Dalam posisi tertentu, faktor
manusia memang merupakan potensi pembangunan, sama halnya dengan
sumber daya alam, yang dapat digerakkan dan dimanfaatkan untuk mencapai
tujuan pembangunan. Walaupun demikian, dari sisi yang lain, faktor manusia
mempunyai kedudukan yang berbeda dengan sumber daya alam, karena dalam
melakukan mobilisasi sumber daya faktor manusia itu pulalah yang
merencanakan dan melakukannya. Fungsinya sebagai potensi pembangunan
yang dapat digerakkan dan dimobilisisi, mencerminkan kedudukannya sebagai
objek, sedangkan fungsinya sebagai pelaku pembangunan merupakan
manifestasi sifatnya sebagai subjek. Aktualisasi lainnya bagi prinsip masyaralil
sebagai subjek pembangunan juga tercermin dalam program-program yang
dirumuskan. Dalam arti, prinsip-prinsip dasar pembangunan masvarakat
secara lebih operasional diterjemnahkan ke dalam program-program fisik
maupun non-fisik yang menstimulasi adanya perubahan sikap dan perubahan
kelembagaan, sehingga mendorong kemandirian masyarakat dan
kesinambungan proses pembangunan itu sendiri

Pandangan di atas menuntut adanya redefinisi atas konsep-konsep yang
berkait dengan partisipasi pembangunan yang lebih proporsional. Partisipast
di sinl semestinya lebth menekankan pada keterlibatan dalam aktivitas
pembangunan yang mensyaratkan adanya landasan kesadaran dan
determunasi. Persyaratan tersebut harus dipenuhi, karena keterlibatan tanpa
difandasi oleh kesadaran dan determinasi tidak dapat disebut sebagai partisipasi
melainkan lebih tepat disebut sebagai mobilisasi. Konsep mobilisasi
mencerminkan kedudukan faktor manusia sebagai objek, bukan sebagai subjek.
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Perubahan Kelembaguan

Sebagal salah satu bentuk derivasi dari konsep umum tentang pembangunan,
konsep pembangunan masyarakat memiliki ciri khas pada adanya pengakuan
dan dipersyaratkannya unsur perubahan sosial dalam proses pembangunan.
Proses pembangunan, yang secara inheren dimengerti dalam konteks
perubahan fisik, perubahan teknologi, dan perubahan ekonomi, perlu untuk
mempertimbangkan berbagai bentuk perubahan sosial yang mengikutinya.
Salah satu bentuk perubahan sosial tersebut adalah perubahan kelemba gaan.
Sajogyo (1982:32-82) mengatakan bahwa setiap perubahan belum bisa dikatan
sebagal pembangunan sepanjang masyarakat belum mempunyai kelembagaan
dan organisasi yang mampu menggerakkan masyarakat tersebut secara
mandiri. Tanpa dukungan institusi yang mampu menggerakkan kemandirian,
kesinambungan proses pembangunan menjadi terhambat, dan perubahan
dalam pembangunan tidak dapat didistribusikan secara lebih merata. Belum
melembaganya perilaku membangun dalam masyarakat akan menjadikan
masyarakat lebih tergantung pada pelayanan dan sumber daya dari luar, tidak
pada potensi internal yang mampu memobilisasi potenst dan sumber daya lokal.

Persoalan kelembagaan tersebut sebenarnya bermuara pada tiada atau
larigkanya lembaga yang dapat berperan sebagai agen perubahan. Untuk
melakukan peran tersebut, sebuah lembaga dituntut bisa mengakar dan
memiliki visi kritis terhadap perubahan yang dihasilkan dalam proses
pembangunan. Namun demikian, terdapat beberapa alternatif yang bisa
dilakukan untuk mengantisipasi langka/tiadanya aktor lembaga sebagai agen
perubahan tersebut, Alternatif pertama adalah dengan melakukan modifikasi
kelembagaan terhadap lembaga lokal yang terbukti mengakar dan secara efektif
mampu menjadi media penggerak aktivitas massa. Alternatif kedua adalah
melalui rekayasa kelembagaan dengan mengacangkokkan model lembaga dari
luar masyarakat. Lembaga baru tersebut dirancang untuk menanggapi
kebutuhan pembangunan, termasuk perubahan yang terjadi dalam kehidupan
sosal, ekonomi, dan kultural. Alternatif kedua ini dapat berjalan secara efektif
sepanjang sosialisasi lembaga yang baru tersebut mampu menyentuh
kehidupan masyarakat pada strata akar-rumput {grass-r009).

P_ada alternatyf yang pertama, yakni modifikasi pada lembaga-lembaga
tradisional lokal, umumnya menghadapi kendala yang bermuara pada
persoalan intrinsik lembaga yang dipilih. Umumnya lembaga-lembaga
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tradisional tesebut marmpu berperan sebagai media vang efektif dalam tndakan
komunal, namun kurang efelmnifl dalam melakukan alokas dan mohilisas
sumber dayva. Lembaga gotong-royong misalnys  cokup efekif uvamk
nenpperakkan warga masvarakat gona melakukan undakan bersam pada
abrek-objek pemibangunan, tetam kinerjanya sangat tdak “hsen, Khususnyva
bila digunakan perhitungan rasional antarm jumlah tenaga kerja, alokasi wakan,

dan hasil vang diperoleh. Oleh karenanya, alternatif yang pertama semestinya
lebih difokuskan pada modifikasi kinerja kelembagaan sehingga menjad: iebil
efeknf dan ehswen.

Persoalan lainnya darn alternatif yang pertama ini berkenaan dengan
vitalitas lembaga-lembaga yang dikembangkan. Rekayasa kelembagaan
bagaimanapun tetap mengidealkan tumbuhnya lembaga sosial yang bisa
bertahan dan cukup stabil dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun
demikian, perlu pula untuk memperhitungkan perubahan teknologi, ekonomu,
dan tuntutan sosial yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Kesenjangan
antara kapasitus lembaga dengan tuntutan kebutuhan seringkali menjadi
pemicu utama surutnya peranan sebuah lembaga sosial. Untuk itu, langkah-
langkah rekayasa kelembagaan periu pula memperhitungkan fieksibilitas forrnat

pertkembangan yang muncul di kemudian hari. Dan dalam konteks ini,
keterlibatan masyarakat lokal pada rekayasa kelembagaan semalan dirasakan
menjadi sangat sirategls.

Permasalaban lainnya dapat muncul dari alternatif kedua. Rekayasan
sebuah model lembaga baru sejak awal tidak dapat menghindarkan dini darni
kesan sebagai kepanjangan tangan kepentingan pembentuknya. Kesan seperti
ini ruenjadi lebih menyolok apabila di ingkat operasional kegiatan lembaga
baru tersebut lebih banyak mereprentasikan kehadiran “orang luar” atau “or-
ang-orang atas”. Oleh karenanya, tantangan yang muncul pertama kali dan
lembaga baru tersebut adalah bagaimana lembaga tersebut mampu
mensosializasikan visi pemberdayaan yang dilakukannya kepada masyarakat
lokal, Lembaga, di samping dituntut untuk bisa mengakar, juga harus bisa
menangkap aspirasi masyarakat di ingkat akar rumput (grass roof) schingga
hal-hal yang dudealkan pada lembaga tersebut sama sekal jauh dan kesan
kepentingan pembentuk lembaga atau kepentingan “orang-orang atas” yang
diwakili oleh lembaga tersebut. Sebuah penelitian yang berkait dengan masalah
i menyebutkan bahwa lembaga cangkokan dari luar umumnya lebih berperan
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sebagai sebagat saluran atas-bawah dibandingkan sebaliknya (Soetomo,
dkk:1994) Onentasi lembaga-lembaga cangkokan tersebut umumnya lebih kuat
kepada kepentingan pihak pembentuknya, dan kurang bisa mengakar dalam
kehidupan masyarakat.

Pemanfaatan Sumber Daya

Karakteristik pernbangunan masyarakat juga dapat dipahami dari tujuannya.
Sebagaimana diketahui, tujuan pembangunan adalah peningkatan tarafhidup
atau kesejahteraan masyarakat. Dalam pendekatan pembangunan rnasyarakat,
tujuan yang hendak dicapai tidak terbatas kesejahteraan fisik dan ekonomj,
tetapi menyangkut pufa kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Pendekatan
ini mengasurusikan bahwa setiap masyarakat memiliki berbagai sumber-
sumber potensial (potensi alam, potensi manusia, atau potenst sosial) dan
karenanya masyarakat tersebut berhak atas pemanfaatan hasyt pengolahan
potensi tersebut. Dengan asumsi yang demikian, suatu masyarakat dikatakan
meningkat kesejahteraannya sepanjang kebutuhan-kebutuhan masyarakat
tersebut semakin banyak yang bisa dipenuhi, baik menyangkut kebutuhan
51k, mental, maupun sosial. Dalam konteks ini, pembangunan masyarakat
berkedudukan sebagai proses yang mendekatican sumber-sumber yang tersedia
kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui upaya pemanfaatan yang
lebih optimal. Dengan perkataan lain, pembangunan masyarakat merupakan
proses untuk mewujudkan hubungan yang serasi antara sumber-sumber yang
tersedia dengan kebutuhan masyarakat. Hubungan yang serasi dari keduanya
akan mendatangkan kesejahteraan yang lebih baik, dan hal sebaliknya akan
memunculkan berbagal masalah sosial. Dalam rangka mewujudkan proses
tersebut, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya,
kebutuhan, pemanfaatan serta pengolahannya.

Identifikast sumber daya mempunyai kedudukan yang cukup penting,
karena faktor sumber daya merupakan determinan utama dalam usaha
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman tentang sumber dan
potensi yang tersedia akan menuntut ke arah penentuan langkah yang tepat
pula. Di samping itu, idak jarang dijjumpai sumber dan potensi pembangunan
vang bersifat laten, dalam arti masyarakat belum menyadan keberadaan
sumber tersebut, sementara taraf hidup masyarakat masih berada dalam
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kondist yang membutuhkan peningkatan dengan segera. Dalam konteks ini,
proses ldentitikas dapat berperan untuk mengangkal potens) yvang masih
bersifat laten tersebut ke arah permukaan sehingga keberadaanya dapat disadan

din dimanfaatkan secars optimal,

Studi-studi tentang pembangunan ekonomi umumnya memperiakukan
surrtber daya alam dan sumber daya manusia sebagai determinan utama untuk
meningkatkan produktivitas. Dalam pendekatan pembangunan masyarakat,
di samping tetap memperhatikan kedua sumber daya tersebut, dikaj pula
tentang identifikasi sumber daya sosial. Sumber daya sosial umumnya sudah
melekal daluim kehidupan masyarakat, berkembang melalui generasi ke
generas:, dan ndak jarang mengandung unsur-unsur yang mendukung pada

pencapaian tujuan prmbangunan. Memang selama ing dirasakan bahwa
dibandmgkan dengan kedua sumber daya lainnya, sumber daya sosial sering
kurang diznpggap kurang konkeit, apalagi jika dilakukian identifikas secam
kuantitatif. Walaupun demikian, dalam kenyataannya sumber tersebul
lirasakan keberadaannya dan tidak jarang mengads fakior vang ikt berperar
dalam menentkan kelancaran proses pembangunan. Sudah sewdjitrnya jika

putensi tersebul pertu digali dan diidentifikasi.

Dengan menggunakan pendekatan historis tentang kehidupan masyarakat
desa, Sartono Kartodirdjo (1987:163) mengemukakan tiga unsur sumber daya
sosial-budaya di pedesaan, yaitu kepemimpinan, ideologi, dan kelembagaan.
ketiganya secar laten merupakan potensi besar untuk melepaskan kekuatan
sosiitl yang dahisvar. Bagi masyarakat yang sedang berada dalam proses
perubahan, pernanfaatan ketiga potensi tersebut perlu diteliti dengan mehhat
berbagai hambatan struktural yang dihadapi. Penelitian juga perlu dilakukan
untuk melihat kemungkinan penyesuaian, transformasi, dan modifikasi
sehingga potensi tersebut tetap relevan dan bahkan dapat ditingkatkan
manfaatnya bagi proses pembangunan.,

Dalam suatu penelitian yang dilakukan di beberapa desa di Propinsi Nusa
Tenggara Timur, juga ditemukan beberapa bentuk kelembagaan asli pada
tnghat komunitas lokal, yang bisa dianggap sebagai potensi sosial dalam
pembangunan. Potensi tersebut diidentifikasi sebagai energi sosial kreatif
(Sajogyo, 1994:154). Soedjatmoko (dalam Korten, 1983:19) juga me:nggunakag
konsep energi sosial sebagai bagian dar sumber daya pembangunan. Melalu
potensi yang disebut energl sosial tersebut, suatu masyarakat yang tidak
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memuliki sumber daya alam yang melimpah akan tetap dapat mencapaj
kehidupan yang layak, karena mempunyai dinamika, kreativitas, dan
kemampuan adaptif yang cukup tinggi yang berakar pada sistem sosjal-
budayanya. Memang ada sebagian pranata sosial yalg muncul sebaga:
hambatan perubahan, namun sebagian yang tainnya jiiru dapat dimanfaatkan
sebagai sumber daya pembangunan. Melalui modifikas: peranannya dalam
konteks struktur fungsional, pranata sosial tersebut dapat dikenali, dikerahkan,
dan dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dengan sedikit perubahan
fungsinya (Colleta dan Kayam, 1987:6).

Di samping melihat arti penting identifikasi sumber daya, identifikasi
kebutuhan juga merupakan langkah yang tidak kalah pentingnya untuk
dilakukan sebelum suatu program pembangunan dirumuskan. Ha! ini
berangkat dari anggapan bahwa taraf hidup masyarakat akan meningkat
sepanjang semakin banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi.

Identifikasi kebutuhan yang tepat akan mengakibatkan program
pembangunan yang dirumuskan benar-benar relevan dengan permasalahan
yang berkembang dalam masyarakat, sehingga hasilnya betul-betul dapat
dinikmati oleh masyarakat yang bersangkutan. Datam kenyataan, identifikasi
kebutuhan tersebut bukanlah pekerjaan vang selalu mudah dilakukan.
Identifikasi yang dilakukan hanya dengan melihat permukaan kehidupan
masyarakat sering kurang berhasil dan tidak memiliki relevansinya dengan
kebutuhan yang sesungguhnya. Secara teoritik dikenal adanya empat jenis
kebutuhan, yaitu kebutuhan yang dinyatakan (expressed needs), kebutuhan
yang dirasakan (/2/t needs), kebutuhan normatif (mormatif needs), dan
kebutuhan komparatif (comparative needs). Klasifikasi tersebut mem-
peringatkan bahwa identifikasi kebutuhan yang dilakukan secara sepintas justru
akan memunculkan ketimpangan definisi kebutuhan, karena kebutuhan yang
dinyatakan belum tentu sama dengan kebutuhan yang dirasakan. Demikian
pula jika dikarenakan sempitnya wawasan dan rendahnya pengetahuan,
identifikasi kebutuhan justru pada menunjuk pada kesimpulan yang absurd,
yakni bahwa kebutuhan yang dirasakan masih lebih rendah dibandingkan
kebutuhan normatif. Hal sebaliknya mungkin pula terjadi, walau pembangunan
berhasil mengangkat taraf hidup samapi di atas batas minimal kebutuhan
normatif, akan tetapi masyarakat merasa belum terpuaskan karena
kebutuhannya didefinisikan secara komparatif dengan kebutuhan masyarakat
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rada lapisan yang lebuh ringgi. Oleh sebab itu, agar identifikasi kebutuhan
bea mienijadi lekih realists, perlu untuk memahanu dan menyelami serara

iebih rencdalam berbagai dimensi kehudupan masyarakat yang bersangsuldn.

Intervensi Pembangunan

Sumher perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat dapat bera ::.::1 dan
dalam maupun darn bear komunitas. Sumber perubahan tersebut dapal berupa
qumbuhnya keherdak untuk berubah, atau tampilnya e ide batu u,n“'k;
mewiudkan perubahan atau pembaharvan. Sumber perubib *.n.l.-.-.:. [nar dapat
beruna koniak, baik langsung mavpun tidak langsung, yang t-'_'Z_!.|.|'. secara
4lamiah antars kennunitas dengan lingkungan luar Sumber perubahan ._I::lt
0 \ dapat benatan melalui berbagat bentuk inovast atau pexng nalan ide-
: iE ;,_._ :|..'.,1|-;;=| secaTa sengaia diprogramkan dan luar. Bentuk yang terakhir ini
mengandy 1 makas baliwa perubahan dan pembaharuan dalam kamurni s
.::r--L.i. karena ad anya wntervenst dari luar. Walaupun demikian, apabila | 1asip
snasyaraka sehapai subjek pembangunan tetap mpthgnkm, maka mesiipun
serbnhan pada awainya didorong oleh intervenst dari luar, akan (ctapl padg
\khurnve perubaban dan pembaharuan harus tetap bersandar pat_ia kqmp- tensi
dan tangpung jawab sosial masyarakat sendin. Dengan d-;u'..'.-c'lan, INiCT VENSL
dalam pembangunan niasyarakat sebetulnya Iebih berfungs: sebaga stumulan
untuk mendorony tumbuhnya prakarsa dan teraktualisasinya potenst dari
dalam. Berbapy bentuk perlakuan dan pelayanan dan luar iendakaya
Aiterripatian sebaga bagian dan enabling process. Apahila 1.:|:-;'F'.':'I'_~'.dl.'l.!":';_l.{ ap
Sr_i."-l:=-r:2 cuam bentk wliran rangan atau bantuan dan luar kepada komiinilas
terteniy, make berlaku prnsip: Aelp the people to help themselves.

WMengingat hal tersebut, persoalan vang cukup mendasar dan sering

diiumpat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah menentukan
roporst intervensi yang tepat, Proporsi intervenst rersehut akan menent ukan
keberhasilan misi yang diemban dalam mewujudkan prinsip ;::'::l:-:i:!
nembangunan masyarakat. Apabila intes vensi diw .,_--:.r.'.-..'.n dalam 1 fuk
antnan dana atau barang, propors Yang berleban meming Gapal
memberkan kesan sangat bermurah han, akan getap kurang hersiiat ":!":!.!I."i”.
karena dapil meng 1 l'-_-;_-, than masyarakat med adi terganitung fernadap DAnieall

dan luar. Apabila intervensi yang beriebinan diwupedkan dalam bentok
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perumusan program kegiatan, maka di samping akan memberikan kesan
mendikte, juga kurang mendorong tumbuhnya prakarsa dan tanggung jawab
sosial masyarakat. Sebaliknya, apabila proporsi intervensi terlalu kecil, mungkin
kurang mampu merangsang tumbuhnya kreativitas dari dalam, sehingga
kurang terlihat fungsinya sebagal perangsang dan pembangkit aktualisasi
potensi masyarakat. Oleh sebab itu, pemberian proporsi intervensi yang tepat
akan menjawab persoalan tentang seberapa jauh intervensi ke dalam suatu
komunitas bisa ditolerir sehingga mampu mendorong terjadinya proses
perubahan dan pembaharuan tanpa menimbulkan sifat ketergantungan,
bahkan menciptakan kesinambungan proses pasca-intervensi. Pada umumnya
kemampuan untuk menentukan proporsi yang tepat sangat ditentukan oleh
kepekaan dalam membaca kondisi masyarakat dan referens) yang dimiliki

tentang pembangunan masyarakat, baik pemahaman teoritik maupun
pengalaman empirik.

Berbicara tentang intervensi dalam pembangunan masyarakat tidak dapat
menghindar dan pembicaraan tentang hubungan antara masyarakat pada
tingkat komunitas dengan badan/institusi yang melakukan intervensi. Dalam
hal ini ndak dapat dikesampingkan peranan mediator di antara kedua pihak
tersebut. Berdasarkan pengamatan pelaksanaan di lapangan, petugas lapangan
atau kader pembangunan seringkali merupakan perpanjangan tangan dan
badan/instansi yang memprakarsal program-program dalam pembangunan
masyarakat. Dengan demikian tidak berlebihan jika mereka disebut sebagai
wung tombak darn badan/instansi tersebut untuk berhubungan secara langsung
dengan masyarakat. Mereka berperan cukup besar dalam: menentukan
keberhasilan suatu program pembangunan masyarakat di lapangan. Bahkan
dalam banyak kesempatan, peranan petugas lapangan berjalan dalam dua
arah, yakni sebaga: mediator dalam arus komunikasi atas-bawah dan
komunikas) bawah-atas. Dalam komunikasi atas-bawah, mercka berperan
sebagai penyampai pesan dan program dart badan/instans:. Dalam peran
yang sebaliknya, mereka menyalurkan aspirasi masyarakat kepada badan/
instansi yang melakukan intervensi.

Mengingat pentingnya tugas yang diemban, sebelum melakukan fungs)
mediasi, petugas lapangan umumnya menjalani pelatihan, yang bermatenkan
pengetahuar, skill, dan bekal sikap yang dibutuhkan dilapangan. Maten dalam
pelathan biasanya menyangkut hal ihwal tentang peranan petugas lapangan
dalam pembangunan masyarakat, pengetahuan tentang masyarakat dan segala
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persoalan/aspek yang terkait, pengetahuan tentang hal-hal /pihak-pibak yang
terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Di samping itu, dalam pelatihan petugas
lapangan juga dibekali dengan keahlian yang berkenaan dengan kemampuan
berkomunikas: dan mengambil keputusan. Dalam hal sikap, petugas juga
dilath untuk bertindak datam kelompok dan masyarakat yang akan dihadapi.
Dengan berbagai bekal tersebut, petugas klapangan diharapkan menjadi sosok
vang kritis, sensitif, dan intuitif terhadap masyarakat, dan memiliki
kemampuan untuk mengkomunikasikan intuisi, pengetahuan, dan keahliannya
kepada masyarakat. Secara ideal, seorang petugas lapangan mempunyai
kemampuan organisasi dan komunikasi yang digunnakan untuk menjahn
hubungan, dan mampu bersikap adaptif sehingga lebih lugas dalam
menempatkan dininya dalam kehidupan masyarakat.

Catatan Akhir

Asumsi dasar yang dibangun oleh pandangan pembangunan masyarakat
adalah adanya pencnjolan aspek manusia dalam proses pembangunan.
Pandangan seperti hanya bisa menjadi kenyataan sepanjang didukung oleh
wacana dan kebijaksanaan pembangunan yang memberikan peluang dan
kesempatan kepada masyarakat lokal untuk melakekan swa-kelola terhadap
proses pembangunan yang didasari atas penungkatan kapasitas masyarakat
dalam melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, identifikasi sumber
daya, serta kemampuan dalam mengantisipasi peluang. Hal ini berarti bahwa
prinsip memperlakukan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan
seharvusnya tidak berhenti sebagai slogan, melainkan perlu diaktualisasikan
ke dalam kenyataan dengan bobot yang semakin besar pada kedudukan
masyarakat sebagai subjek.

Untuk mewujudkan prinsip tersebut, di tingkat lokal perlu dibutubkan
lembaga vang, di samping mengakar, juga tanggap terhadap perubahan
schingga mampu berperan sebagal agen perubahan, Konstruk lembaga seperti
ini tidak harus berupa cangkokan model dan luar, akan tetapi bisa pula
dikembangkan dari lembaga lokal yang potensial dan prospektif.
Pengembangan lembaga lokal patut memperoleh prioritas sehingga energ
sosial di tingkat lokal dapat berjalan seacara efektif dalam pembangunan,
sebagaimana yang menjadi perhatian pandangan pembangunan masyarakat.
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Sepanjang pengembangan kelembagaan memang harus dilakukan dari luar,
baik melalui intervensilembaga pemerintah / non pemerintah, maka intervensi
tersebut hendaknya ditakukan semata-mata sebagai simulan bagi tumbuhnya
prakarsa dan potensi lokal. Intervensi lebih didudukkan sebagai bagian d=
enabling process, atau upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarak:t
itu sendiri. Untuk keperluan tersebut, dibutuhkan kemauan politik pemerintat
untuk merubah orientasi dan pendekatn dalam program-program
Intervensinya,
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